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PRAKATA

Sumber daya alam (SDA) memiliki peranan penting dalam mendukung 
pembangunan dan kesejahteraan manusia. Sebagai elemen utama 

kehidupan, SDA perlu dikelola dengan bijaksana agar dapat memberi-
kan manfaat yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Pemahaman 
mengenai SDA mencakup berbagai jenis dan potensi yang dimilikinya, baik 
yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Oleh karena itu, prinsip 
dasar manajemen SDA—seperti konservasi, pemanfaatan secara bijak, dan 
pelestarian—merupakan landasan penting dalam menjaga keseimbangan 
antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan alam.

Peran ekonomi hijau dalam manajemen SDA sangat krusial. Ekonomi 
hijau menawarkan pendekatan ramah lingkungan dalam pemanfaatan 
SDA, dengan mengutamakan prinsip keberlanjutan dalam setiap kepu-
tusan ekonomi. Di Indonesia, pengembangan ekonomi hijau didorong 
oleh kebijakan-kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, 
bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi 
dan perlindungan lingkungan. Dalam konteks ini, integrasi antara SDA dan 
finansial menjadi sangat penting. Pembiayaan yang tepat dapat mendukung 
pengelolaan SDA secara berkelanjutan dan mempercepat pembangunan 
kawasan.

Strategi manajemen SDA yang efektif mencakup pengelolaan berbasis 
ekosistem, konservasi, dan pemanfaatan berkelanjutan. Regulasi serta kebi-
jakan terkait SDA juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa 
pemanfaatan SDA tidak hanya mengutamakan hasil jangka pendek, tetapi 
juga keberlanjutan dan kelestariannya. Teknologi dan inovasi memainkan 
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peran signifikan dalam mengoptimalkan pengelolaan SDA. Penggunaan 
teknologi efisiensi SDA, big data, serta inovasi digital seperti Internet of 
Things (IoT) dapat meningkatkan pemantauan dan pengelolaan SDA 
secara lebih efektif dan efisien.

Namun, pengelolaan SDA dan finansial menghadapi tantangan global 
yang kompleks. Dampak perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, dan 
konflik pengelolaan SDA menjadi isu yang harus dihadapi oleh negara-
negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, kolaborasi 
multi-pihak antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan lembaga inter-
nasional sangat diperlukan untuk menciptakan pembangunan kawasan 
yang berkelanjutan. Pendekatan seperti Public-Private Partnership (PPP) 
dan peran aktif komunitas menjadi kunci dalam mewujudkan tujuan ini.

Dengan pemahaman dan integrasi konsep dasar SDA, ekonomi hijau, 
strategi manajemen yang tepat, teknologi, serta kolaborasi multi-pihak, 
diharapkan pengelolaan SDA yang berkelanjutan dapat tercapai dan kawa-
san yang ramah lingkungan dapat terwujud, memberikan manfaat jangka 
panjang bagi masyarakat dan generasi mendatang.
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BAB I
PENTINGNYA SUMBER DAYA 

ALAM DAN PERAN  
MANAJEMEN FINANSIAL 

 UNTUK KEBERLANJUTAN

Pentingnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam 
Konteks Kawasan
Paradigma pembangunan ekonomi dalam beberapa decade terakhir meng-
alami pergeseran signifikan dari eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang 
tidak terkendali menuju pendekatan berbasis keberlanjutan. Perubahan ini 
didorong oleh meningkatnya kesadaran global akan pentingnya menjaga 
keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. 
Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan SDA yang melimpah, meng-
hadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa pengelolaan SDA dapat 
memberikan manfaat ekonomi jangka panjang tanpa mengorbankan 
ekosistem.

Ekonomi hijau dan manajemen sumber daya alam telah menjadi isu 
sentral dalam kebijakan pembangunan. Konsep ekonomi hijau mengacu 
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pada sistem ekonomi yang memprioritaskan keberlanjutan lingkungan 
dengan mengurangi emisi karbon, meningkatkan efisiensi sumber daya, 
serta mengembangkan sektor-sektor berbasis energi terbarukan. Di sisi 
lain, manajemen SDA yang efektif bertujuan untuk mengoptimalkan 
pemanfaatan sumber daya alam guna mendukung pertumbuhan ekonomi 
tanpa merusak keseimbangan ekologis. Integrasi antara ekonomi hijau dan 
manajemen SDA menjadi semakin penting dalam menghadapi perubahan 
iklim, degradasi lingkungan, serta ketimpangan sosial yang diakibatkan 
oleh eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan.

Manajemen finansial merupakan aspek krusial dalam mendukung 
pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Investasi dalam sektor hijau memer-
lukan strategi pembiayaan yang tepat agar dapat memberikan dampak 
yang maksimal. Dalam konteks ini, berbagai instrumen keuangan seperti 
obligasi hijau (green bonds), pajak karbon, serta mekanisme perdagangan 
emisi telah diterapkan di berbagai negara untuk mendukung proyek-proyek 
berkelanjutan.

Di Indonesia, peran sektor perbankan dan pasar modal dalam 
mendukung ekonomi hijau semakin meningkat. Pemerintah melalui 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Roadmap Keuangan 
Berkelanjutan yang mendorong sektor keuangan untuk mengalokasikan 
dana ke proyek-proyek berbasis lingkungan. Selain itu, skema blended 
finance, yang mengombinasikan dana publik dan swasta, menjadi solusi 
dalam mendanai proyek energi terbarukan dan konservasi lingkungan.
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BAB II
KONSEP DASAR  

SUMBER DAYA ALAM

Definisi Sumber Daya Alam
Sumber daya alam merupakan seluruh potensi yang terdapat di alam dan 
dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses produksi serta memenuhi 
berbagai kebutuhan manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
sumber daya alam diartikan sebagai potensi alam yang dapat dikembang-
kan dalam proses produksi. 

Sumber Daya Alam (SDA) merupakan seluruh elemen yang berasal 
dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai 
kebutuhan hidupnya. SDA mencakup unsur-unsur seperti tanah, air, udara, 
tumbuhan, hewan, serta berbagai material alam lainnya yang memiliki 
potensi guna. Namun, eksistensi suatu unsur alam tidak otomatis menja-
dikannya sebagai sumber daya. 

Menurut Zimmerman (1951), suatu entitas baru dapat disebut seba-
gai sumber daya apabila manusia mampu mengenali nilai dan potensi 
kegunaannya serta mengintegrasikannya dalam aktivitas kehidupan atau 
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proses produksi. Dengan demikian, keberadaan sumber daya alam bersifat 
relatif terhadap tingkat pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan manusia 
itu sendiri.

Pandangan ini diperluas oleh Barbier (2019) yang menyatakan bahwa 
sumber daya alam tidak hanya mencakup manfaat langsung yang dapat 
dieksploitasi, tetapi juga nilai-nilai ekosistem yang bersifat tidak langsung. 

Contohnya adalah fungsi regulasi iklim, penyerapan karbon, konser-
vasi keanekaragaman hayati, serta penyediaan jasa ekosistem seperti 
penyerbukan, penyaringan air, dan stabilisasi tanah. Dalam perspektif ini, 
sumber daya alam tidak hanya memiliki nilai ekonomi sebagai input dalam 
sistem produksi, tetapi juga mengandung nilai ekologis yang esensial dalam 
menjaga keberlanjutan sistem kehidupan.

Selain dimensi ekonomi dan ekologi, sumber daya alam juga memi-
liki dimensi sosial yang tak kalah penting. Akses terhadap SDA, penge-
lolaannya, serta distribusi manfaatnya sangat memengaruhi kehidupan 
sosial, terutama di komunitas yang bergantung langsung pada alam seperti 
masyarakat adat dan agraris. 

Bagi mereka, SDA bukan sekadar komoditas, melainkan bagian dari 
identitas budaya dan struktur sosial. Oleh karena itu, pendekatan terhadap 
pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara holistik, dengan 
mempertimbangkan keterkaitan antara aspek ekonomi, ekologi, dan sosial 
agar terwujud tata kelola SDA yang adil dan berkelanjutan.

Secara umum, sumber daya alam mencakup semua unsur lingkungan 
hidup, baik yang bersifat biotik seperti tumbuhan dan hewan, maupun 
abiotik seperti air, udara, dan mineral, yang memiliki nilai guna bagi 
kelangsungan hidup manusia (Syamsiati, 2019).

Keberadaan sumber daya alam dan lingkungan hidup memainkan 
peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan kehidupan dan 
mendorong pembangunan nasional. Menurut Iswandi dan Dewata (2020), 
ruang lingkup sumber daya alam menjadi dasar dalam penyediaan energi, 
air, dan pangan, serta menopang sistem kehidupan secara keseluruhan. 
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BAB III
PERAN EKONOMI HIJAU PADA 
MANAJEMEN SUMBER DAYA 

ALAM

Definisi dan Teori Ekonomi Hijau
Ekonomi hijau merupakan model pembangunan ekonomi yang bertu-
juan meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sambil 
secara signifikan mengurangi risiko dan kerusakan lingkungan. Menurut 
United Nations Environment Programme (UNEP, 2011), ekonomi hijau 
diartikan sebagai “ekonomi yang menghasilkan pertumbuhan pendapatan 
dan lapangan kerja melalui investasi yang mengurangi emisi karbon dan 
polusi, meningkatkan efisiensi energi dan sumber daya, serta mencegah 
hilangnya keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem.”

Secara konseptual, ekonomi hijau menekankan pentingnya keber-
lanjutan lingkungan, efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam, dan 
penguatan kesejahteraan sosial. Pendekatan ini mendorong investasi dalam 
energi terbarukan, penerapan efisiensi energi, pengelolaan limbah berke-
lanjutan, serta perlindungan keanekaragaman hayati. Dalam paradigma 
ini, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari sisi peningkatan angka 
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produksi, tetapi juga diukur berdasarkan dampaknya terhadap ekosistem 
dan keadilan sosial.

Berbagai ahli telah mengembangkan teori untuk memperkaya pema-
haman mengenai konsep ekonomi hijau. Berikut beberapa pemikiran 
penting dari para pakar:

1.	 Pearce, markandya, dan barbier (1989)
Dalam karya mereka Blueprint for a Green Economy, ketiga pakar ini 
menegaskan bahwa ekonomi hijau merupakan pendekatan pemba-
ngunan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan keles-
tarian lingkungan. Mereka menekankan pentingnya valuasi ekonomi 
atas jasa ekosistem dan perlunya internalisasi biaya lingkungan ke 
dalam perhitungan ekonomi nasional, sehingga aktivitas ekonomi 
lebih mencerminkan nilai ekologis yang sesungguhnya.

2.	 Herman Daly (1996)
Dalam bukunya Beyond Growth: The Economics of Sustainable 
Development, Daly memperkenalkan konsep steady-state economy, 
yakni sistem ekonomi yang mempertahankan keseimbangan antara 
konsumsi sumber daya dengan kapasitas regenerasi alam. Ia berpen-
dapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali akan meng-
akibatkan degradasi lingkungan yang pada akhirnya mengancam 
keberlanjutan kehidupan manusia.

3.	 Michael Jacobs (1991)
Melalui The Green Economy: Environment, Sustainable Development 
and the Politics of the Future, Jacobs menekankan perlunya perubahan 
kebijakan ekonomi secara menyeluruh untuk mendukung transisi 
menuju ekonomi hijau. Ia mengusulkan penerapan insentif pajak bagi 
industri ramah lingkungan, regulasi ketat terhadap pencemaran, serta 
investasi besar dalam infrastruktur hijau sebagai langkah strategis 
untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

4.	 Nicholas Stern (2006)
Dalam The Stern Review on the Economics of Climate Change, Stern 
menyoroti bahwa biaya untuk melakukan mitigasi perubahan iklim 
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BAB IV
STRATEGI MANAJEMEN 

SUMBER DAYA ALAM

Sumber daya alam (SDA) memegang peran sentral dalam mendorong 
pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Namun, eksploitasi SDA yang tidak terkendali berpotensi menyebabkan 
degradasi lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, serta berku-
rangnya manfaat ekonomi dan sosial dalam jangka panjang. Oleh karena 
itu, diperlukan strategi pengelolaan yang tepat untuk menyeimbangkan 
kepentingan ekonomi, ekologi, dan sosial secara berkelanjutan.

Bab ini membahas berbagai pendekatan dalam manajemen sumber 
daya alam, meliputi pendekatan berbasis ekosistem, konsep konservasi dan 
pemanfaatan berkelanjutan, serta regulasi yang diterapkan di Indonesia. 
Selain itu, akan diuraikan pula studi kasus terkait pengelolaan hutan, laut, 
dan sektor pertambangan, guna memberikan gambaran aplikatif mengenai 
praktik terbaik dalam pengelolaan sumber daya alam di berbagai sektor. 

Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan dapat memperkaya 
pemahaman tentang pentingnya integrasi antara pembangunan ekonomi 
dan pelestarian lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
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Pengelolaan Berbasis Ekosistem
Pendekatan Pengelolaan Berbasis Ekosistem (Ecosystem-Based 
Management, EBM) merupakan strategi manajemen sumber daya alam 
yang mempertimbangkan keseluruhan ekosistem, termasuk interaksi 
antara manusia dan lingkungan alami. Berbeda dengan pendekatan sektoral 
tradisional yang sering fokus pada satu jenis sumber daya, EBM mengin-
tegrasikan berbagai komponen ekosistem dalam satu kesatuan yang saling 
bergantung. Tujuan utama pendekatan ini adalah menjaga keseimbangan 
ekologis sekaligus mendukung pemanfaatan sumber daya secara berke-
lanjutan, sehingga manfaatnya dapat dinikmati baik oleh generasi saat ini 
maupun yang akan datang.

1.	 Prinsip pengelolaan berbasis ekosistem
Menurut United Nations Environment Programme (UNEP), pende-
katan EBM didasarkan pada sejumlah prinsip utama berikut:

a.	 Keseimbangan ekologi dan sosial
Pengelolaan berbasis ekosistem berupaya mempertahankan keane-
karagaman hayati dan fungsi ekosistem, sekaligus memperhatikan 
kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam 
tersebut. Perlindungan lingkungan dan peningkatan kualitas hidup 
manusia dipandang sebagai dua tujuan yang saling terkait.

b.	 Pendekatan multisektoral
EBM melibatkan berbagai sektor, seperti kehutanan, pertanian, 
kelautan, dan pertambangan, dalam satu kerangka pengelolaan 
terpadu. Pendekatan ini mendorong koordinasi lintas sektor untuk 
menghindari kebijakan yang saling bertentangan dan memastikan 
keberlanjutan ekosistem secara menyeluruh.

c.	 Fleksibilitas dan adaptasi
Karena ekosistem bersifat dinamis dan terus berubah akibat 
faktor alam maupun tekanan manusia, strategi pengelolaan harus 
bersifat adaptif. Kebijakan perlu dirancang fleksibel agar dapat 
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BAB V
INTEGRASI SDA DAN FINANSIAL 

UNTUK PEMBANGUNAN 
KAWASAN

Kawasan Ekonomi Khusus Berbasis SDA
Pembangunan kawasan yang berkelanjutan memerlukan strategi integratif 
yang menyatukan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dengan sistem 
finansial yang mendukung. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong 
peningkatan daya saing ekonomi suatu wilayah tanpa mengabaikan aspek 
ekologi dan kesejahteraan sosial masyarakat setempat. 

Sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang diperke-
nalkan dalam Laporan Brundtland (1987), kesejahteraan ekonomi hanya 
dapat dicapai apabila keseimbangan lingkungan dan pemerataan sosial 
turut menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan pembangunan.

Berbagai studi menunjukkan bahwa pengelolaan SDA yang tepat tidak 
hanya memperkuat fondasi ekonomi, tetapi juga meningkatkan efisiensi 
produksi dan menciptakan nilai tambah yang signifikan. 
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Barbier (2019), dalam publikasinya di Ecological Economics, menekan-
kan bahwa investasi dalam pengelolaan SDA berbasis teknologi mampu 
meningkatkan produktivitas tanpa memperburuk kondisi lingkungan. 

Hal ini diperkuat oleh temuan Bank Dunia (2020), yang menyatakan 
bahwa negara-negara yang mengintegrasikan strategi keuangan dengan 
kebijakan pengelolaan SDA cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi 
yang lebih stabil dan berkelanjutan dibandingkan negara-negara yang 
masih bergantung pada eksploitasi SDA secara konvensional.

Di Indonesia, model pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 
menjadi salah satu instrumen kebijakan yang diarahkan untuk mengop-
timalkan potensi SDA sebagai basis pertumbuhan ekonomi daerah. KEK 
berbasis SDA dirancang untuk menarik investasi serta memperkuat indus-
tri lokal melalui pengelolaan sumber daya yang berwawasan lingkungan. 

Provinsi Gorontalo, misalnya, memiliki potensi besar di sektor perta-
nian, perikanan, dan industri pengolahan yang dapat dikembangkan 
melalui pendekatan ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Gorontalo (2024) 
mencatat bahwa sektor pertanian tumbuh sebesar 4,23% pada tahun 2023 
dan tetap menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Namun, pembangunan kawasan berbasis SDA tidak lepas dari 
tantangan, terutama dalam memastikan bahwa eksploitasi sumber daya 
dilakukan secara efisien, adil, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, kebijakan 
fiskal dan pemberian insentif ekonomi berperan penting dalam mencip-
takan lingkungan bisnis yang mendukung transformasi industri berbasis 
SDA. 

Pemerintah Provinsi Gorontalo, sebagai contoh, telah mengalokasikan 
belanja modal sebesar Rp218,8 miliar pada tahun 2023 untuk mendukung 
pengembangan infrastruktur industri dan teknologi. Investasi ini diharap-
kan dapat mempercepat pertumbuhan sektor industri daerah, sekaligus 
meningkatkan daya saing Gorontalo di tingkat nasional dan global.

Salah satu pendekatan yang terbukti efektif dalam meningkatkan efisi-
ensi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA adalah penerapan teknologi dan 
inovasi. Penggunaan teknologi modern tidak hanya memungkinkan proses 
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BAB VI
PENGELOLAAN KAWASAN 

BERBASIS SUMBER DAYA ALAM

Kawasan Ekonomi Khusus Berbasis Sumber Daya 
Alam
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis sumber daya alam (SDA) 
merupakan salah satu strategi pembangunan nasional yang bertujuan 
untuk mendorong pemanfaatan SDA secara optimal dan berkelanjutan. 

Konsep KEK ini dirancang sebagai suatu wilayah tertentu dengan 
peraturan dan fasilitas khusus yang disediakan oleh pemerintah untuk 
menarik investor, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mencipta-
kan lapangan kerja di daerah. KEK memfasilitasi kegiatan ekonomi yang 
terintegrasi, efisien, dan berdaya saing tinggi, khususnya di sektor-sektor 
unggulan yang berbasis pada potensi SDA lokal. 

Strategi ini tidak hanya mengusung pertumbuhan ekonomi, tetapi 
juga bertujuan untuk pemerataan pembangunan antardaerah, terutama 
wilayah yang selama ini belum berkembang secara maksimal.
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Secara global, KEK telah menjadi instrumen penting dalam pengem-
bangan kawasan industri. Banyak negara menerapkan konsep ini untuk 
memperkuat fondasi industri nasional, meningkatkan nilai tambah hasil 
SDA, serta menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di luar wilayah 
metropolitan. 

Di Indonesia, KEK mendapat perhatian khusus karena negara ini 
memiliki kekayaan SDA yang sangat besar dan beragam, mencakup 
pertambangan, kehutanan, perikanan, pertanian, serta energi baru dan 
terbarukan. Pengelolaan SDA dalam kerangka KEK juga diharapkan 
mampu menghindari praktik eksploitasi liar dan mendorong investasi 
yang lebih bertanggung jawab serta ramah lingkungan.

Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2023), 
hingga saat ini telah dikembangkan 19 KEK di berbagai wilayah Indonesia 
dengan nilai investasi yang telah melampaui Rp200 triliun. KEK-K tersebut 
diarahkan pada sektor-sektor strategis yang potensial untuk dikembangkan 
melalui investasi langsung. 

Misalnya, KEK Mandalika difokuskan pada pengembangan pariwisata 
yang berbasis lingkungan, memanfaatkan keindahan alam setempat tanpa 
merusak ekosistem. Sementara itu, KEK Sei Mangkei merupakan contoh 
kawasan industri berbasis kelapa sawit yang mengedepankan prinsip 
keberlanjutan, baik dari aspek produksi, rantai pasok, maupun pengelolaan 
limbah. Model seperti ini memperlihatkan bahwa pengembangan KEK 
tidak harus berbasis eksploitasi semata, melainkan dapat mengedepankan 
prinsip green economy.

Namun demikian, keberhasilan pengembangan KEK tidak terlepas 
dari berbagai tantangan struktural dan operasional. Salah satu tantangan 
utama adalah regulasi yang belum sepenuhnya terintegrasi dan harmonis 
antarlevel pemerintahan. Banyak aturan sektoral yang tumpang tindih dan 
berpotensi menghambat investasi. 

Selain itu, masih terdapat kesenjangan infrastruktur antara KEK dan 
wilayah pendukungnya, yang mengganggu efisiensi logistik dan keterhu-
bungan pasar. Tantangan lainnya adalah potensi kerusakan lingkungan 
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BAB VII
TEKNOLOGI DAN INOVASI 

DALAM PENGELOLAAN SDA DAN 
KAWASAN

Peran Teknologi dalam Efisiensi SDA
Pemanfaatan teknologi telah menjadi pilar penting dalam transformasi 
pengelolaan sumber daya alam (SDA) menuju arah yang lebih efisien, 
produktif, dan berkelanjutan. Di tengah meningkatnya kebutuhan manu-
sia akan energi, pangan, dan bahan baku industri, teknologi hadir sebagai 
solusi untuk mengurangi tekanan terhadap ekosistem serta memastikan 
bahwa eksploitasi SDA tetap berada dalam batas daya dukung lingkungan. 

Inovasi teknologi tidak hanya memungkinkan peningkatan hasil 
produksi, tetapi juga mengurangi limbah, mengefisienkan distribusi, dan 
memperbaiki akuntabilitas dalam seluruh rantai pasok sumber daya.

Menurut laporan United Nations Environment Programme (UNEP, 
2022), penerapan teknologi canggih dalam pengelolaan SDA dapat menu-
runkan volume limbah hingga 40% dan meningkatkan efisiensi produksi 
sebesar 30%. Angka ini menunjukkan bahwa teknologi bukan sekadar 
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pelengkap, melainkan elemen strategis dalam manajemen SDA yang 
modern. 

Dalam berbagai sektor, mulai dari pertanian, kehutanan, perikanan, 
hingga energi, teknologi terbukti dapat mengubah cara manusia mengak-
ses, mengelola, dan melestarikan kekayaan alam secara signifikan.

Salah satu teknologi yang saat ini banyak digunakan adalah Internet 
of Things (IoT). Dalam sektor pertanian, teknologi ini diterapkan melalui 
sistem irigasi cerdas yang dilengkapi sensor untuk memantau kelembapan 
tanah, suhu, serta kondisi cuaca secara real-time. 

Data yang diperoleh kemudian digunakan untuk mengatur penyi-
raman secara otomatis hanya saat diperlukan, sehingga mencegah pembo-
rosan air dan memaksimalkan pertumbuhan tanaman. Organisasi Pangan 
dan Pertanian Dunia (FAO, 2021) melaporkan bahwa sistem ini mampu 
menghemat penggunaan air hingga 50%, sekaligus mengurangi beban 
kerja petani dan meningkatkan produktivitas lahan.

Di sektor energi, teknologi smart grid memberikan solusi untuk distri-
busi listrik yang lebih efisien dan adaptif. Smart grid memungkinkan 
integrasi antara pembangkit listrik dari energi terbarukan, seperti tenaga 
surya dan angin, dengan sistem distribusi yang mampu merespons secara 
real-time terhadap perubahan permintaan energi. 

Hal ini tidak hanya mengurangi kehilangan energi selama transmisi, 
tetapi juga memperkuat ketahanan sistem kelistrikan terhadap gangguan. 
International Energy Agency (IEA, 2023) menekankan bahwa penerapan 
smart grid merupakan langkah strategis dalam mengurangi ketergantungan 
pada bahan bakar fosil dan mempercepat transisi menuju energi bersih.

Teknologi lain yang juga memberikan dampak signifikan dalam efisi-
ensi pengelolaan SDA adalah blockchain. Sistem ini memungkinkan penca-
tatan dan pelacakan yang transparan terhadap alur distribusi SDA dari 
hulu ke hilir. Di sektor kehutanan, tambang, dan perikanan, penggunaan 
blockchain membantu mengidentifikasi asal-usul produk dan memastikan 
bahwa sumbernya legal dan berkelanjutan. 
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BAB VIII
TANTANGAN GLOBAL DALAM 

PENGELOLAAN SDA DAN 
FINANSIAL

Dampak Perubahan Iklim terhadap SDA dan Ekonomi 
Kawasan
Perubahan iklim merupakan ancaman multidimensional yang meme-
ngaruhi stabilitas ekologi, sosial, dan ekonomi di berbagai belahan dunia, 
termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan pembangunan 
ekonomi kawasan. Fenomena ini ditandai oleh kenaikan suhu global, 
perubahan pola curah hujan, serta meningkatnya intensitas dan frekuensi 
bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan. 

Dampak-dampak ini tidak hanya memicu kerusakan lingkungan fisik, 
tetapi juga memengaruhi keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam 
yang menjadi basis utama pembangunan di banyak wilayah, terutama di 
negara berkembang (Ainurrohmah dan Sudarti, 2022).

Di sektor pertanian, perubahan iklim telah mengubah musim tanam, 
menurunkan produktivitas lahan, dan meningkatkan risiko gagal panen. 
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Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2023) menye-
butkan bahwa penurunan produktivitas pertanian mencapai 10—25% di 
kawasan tropis akibat suhu ekstrem dan kekeringan berkepanjangan. 

Ketergantungan masyarakat terhadap pertanian tradisional menjadi-
kan sektor ini sangat rentan, sehingga ketahanan pangan dan penghidupan 
masyarakat lokal ikut terancam. Hal ini mendorong meningkatnya angka 
kemiskinan dan kerentanan sosial-ekonomi di wilayah-wilayah pedesaan 
(Qomariyah dan Zaelani, 2024).

Sementara itu, sektor kehutanan juga mengalami tekanan berat. 
Perubahan pola iklim mempercepat degradasi hutan dan menghambat 
regenerasi vegetasi alami. Ketika frekuensi kebakaran hutan meningkat 
akibat suhu tinggi dan kekeringan, kapasitas hutan dalam menyerap karbon 
menurun drastis. 

Proses ini bukan hanya memperparah emisi gas rumah kaca, tetapi 
juga menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan terganggunya 
jasa ekosistem yang vital bagi manusia. Degradasi ini berkontribusi pada 
krisis ekologis yang lebih luas dan memperlemah daya dukung lingkungan.

Dampak terhadap ekonomi kawasan menjadi semakin terasa seiring 
dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan adaptasi dan mitigasi. 
Pemerintah dan pelaku usaha harus mengalokasikan anggaran tambahan 
untuk membangun infrastruktur tahan iklim, memperkuat sistem peri-
ngatan dini, serta mendukung transformasi sektor-sektor ekonomi yang 
lebih ramah lingkungan. 

Negara-negara berkembang, yang umumnya memiliki ketergantungan 
tinggi pada SDA dan keterbatasan fiskal, menjadi kelompok paling rentan 
menghadapi lonjakan biaya ini. Ketimpangan global pun semakin melebar, 
memperparah ketidakadilan iklim yang sudah ada.

Di kawasan pesisir, perubahan iklim menyebabkan naiknya permu-
kaan air laut dan abrasi, yang mengancam pemukiman, fasilitas pelabuhan, 
kawasan industri, dan pertanian tambak. Dampak ini semakin diperparah 
oleh penurunan permukaan tanah (subsidence) di kota-kota pesisir besar. 
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Data dari United Nations Development Programme (UNDP, 2023) 
menunjukkan bahwa sekitar 40% populasi dunia hidup di wilayah pesisir, 
yang berarti jutaan jiwa dan aset ekonomi berada dalam risiko tinggi. 
Akibatnya, terjadi peningkatan jumlah migran iklim yang berpindah ke 
daerah-daerah yang dianggap lebih aman, memicu tekanan sosial baru di 
kawasan tujuan migrasi.

Menghadapi tantangan ini, diperlukan kebijakan dan aksi konkret 
yang terintegrasi. Strategi mitigasi seperti peningkatan efisiensi energi, 
pengembangan energi terbarukan, dan reforestasi menjadi penting untuk 
menurunkan emisi karbon dan memperlambat laju perubahan iklim. 

Di sisi lain, adaptasi melalui pembangunan sistem irigasi yang hemat 
air, pengelolaan lahan yang berkelanjutan, serta perlindungan ekosistem 
pesisir melalui penanaman mangrove dan pembangunan sabuk hijau harus 
terus ditingkatkan. Pendekatan ini memerlukan kolaborasi antara pemerin-
tah, masyarakat, sektor swasta, dan komunitas ilmiah untuk menciptakan 
sistem ekonomi kawasan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Dengan demikian, perubahan iklim tidak hanya menjadi isu ling-
kungan, tetapi juga tantangan struktural dalam pembangunan regional. 
Menyikapinya membutuhkan transformasi kebijakan, kelembagaan, serta 
pola pikir pembangunan yang menempatkan keberlanjutan sebagai prinsip 
utama. Tindakan hari ini akan menentukan ketahanan generasi mendatang 
dalam menjaga keseimbangan antara kelestarian alam dan kesejahteraan 
ekonomi.

Ketimpangan Ekonomi dan Akses Sumber Daya
Ketimpangan dalam akses dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) 
merupakan permasalahan global yang masih berlangsung hingga saat ini. 
Ketimpangan ini tidak hanya tercermin dalam distribusi fisik sumber daya, 
tetapi juga dalam kapasitas negara dan kelompok sosial untuk mengelola 
dan memanfaatkan SDA secara berkelanjutan dan adil. 
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BAB IX
STUDI KASUS DAN PRAKTIK 

TERBAIK

Pengelolaan Sumber Daya Tambang dan Manajemen 
Finansial
Pengelolaan sumber daya tambang dan manajemen finansial merupa-
kan dua aspek krusial dalam industri pertambangan yang saling berka-
itan dan berdampak signifikan terhadap keberlanjutan dan profitabilitas 
perusahaan. Pengelolaan sumber daya tambang mencakup perencanaan, 
eksplorasi, eksploitasi, dan rehabilitasi lingkungan, sementara manajemen 
finansial melibatkan pengelolaan keuangan perusahaan untuk memastikan 
efisiensi, likuiditas, dan profitabilitas. Keduanya harus dijalankan dengan 
prinsip good governance untuk mencapai tujuan pembangunan berkelan-
jutan (Rahimallah dkk, 2021).

Pengelolaan sumber daya tambang yang efektif memerlukan pendekatan 
yang holistik dan berkelanjutan. Menurut Rahimallah et al., (2021), tata kelola 
pertambangan yang baik harus memperhatikan prinsip good governance, 
termasuk transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan penegakan 
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hukum. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya konflik sosial, kerusakan 
lingkungan, dan ketimpangan ekonomi di daerah tambang. 

Studi kasus di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, menunjukkan 
bahwa pengelolaan dana mineral (mineral fund) yang tepat dapat mendu-
kung pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan pengelolaan mineral fund 
bergantung pada ketersediaan regulasi, program yang tepat sasaran, peng-
awasan biaya produksi dan hasil produksi tambang, serta adanya badan 
pengelola multi-pihak. Pemanfaatan dana tersebut sebaiknya difokuskan 
pada peningkatan sarana kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masya-
rakat, dan pelestarian lingkungan (Dharmawan dkk, 2016).

Manajemen finansial yang efektif dalam industri pertambangan meli-
batkan pengelolaan modal kerja, struktur modal, likuiditas, dan profi-
tabilitas. Zuraidah dan Ghozali (2021) menemukan bahwa likuiditas 
memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan 
pertambangan di Bursa Efek Indonesia. Sementara itu, struktur modal 
dan ukuran perusahaan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap 
profitabilitas. 

Dampak perputaran kas, persediaan, dan piutang terhadap profita-
bilitas perusahaan sektor energi batu bara. Hasilnya menunjukkan bahwa 
perputaran kas memiliki kontribusi terhadap profitabilitas, sedangkan 
perputaran persediaan dan piutang tidak memiliki kontribusi signifikan. 
Hal ini menekankan pentingnya pengelolaan kas yang efisien dalam indus-
tri pertambangan.

Studi kasus Norwegia memberikan gambaran konkret tentang bagai-
mana suatu negara dapat mengelola kekayaan sumber daya alam secara 
cermat dan berorientasi jangka panjang melalui penerapan mekanisme 
Sovereign Wealth Fund (SWF). Dalam konteks ini, Norwegia memben-
tuk Government Pension Fund Global (GPFG), yang didanai dari surplus 
pendapatan minyak dan gas. 

Dana ini tidak digunakan untuk pembiayaan langsung anggaran 
tahunan, melainkan diinvestasikan dalam portofolio global yang beragam, 
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BAB X
KOLABORASI MULTI-PIHAK 

UNTUK PEMBANGUNAN 
KAWASAN BERKELANJUTAN

Peran Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat
Pembangunan kawasan berkelanjutan pada dasarnya menuntut adanya 
sinergi yang kuat dan harmonis antara berbagai aktor pembangunan, 
khususnya pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Ketiganya tidak 
dapat berjalan secara terpisah atau berdiri sendiri, karena proses keber-
lanjutan merupakan sistem yang kompleks dan saling berhubungan, yang 
melibatkan aspek ekologis, ekonomi, sosial, hingga budaya. Tanpa kolabo-
rasi yang terencana dan terstruktur di antara ketiga elemen tersebut, maka 
upaya untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan cenderung 
bersifat parsial, tidak sistemik, dan pada akhirnya akan gagal dalam menja-
wab tantangan kerusakan lingkungan serta kesenjangan sosial ekonomi 
(Purwanto & Ismanto, 2021).

Pemerintah memiliki posisi yang strategis sebagai pengarah kebijakan 
sekaligus pembuat regulasi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. 
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Dalam literatur kebijakan publik, pemerintah diposisikan sebagai pemangku 
kepentingan utama (main stakeholder) yang memiliki mandat formal untuk 
mengatur arah dan mekanisme pembangunan nasional, termasuk dalam 
hal pengelolaan sumber daya alam (SDA). Fungsi regulatif pemerintah 
meliputi penetapan undang-undang dan peraturan yang ramah lingkungan, 
penguatan kapasitas kelembagaan, serta penyusunan rencana tata ruang 
yang mempertimbangkan keseimbangan ekologis (Undang-Undang No. 
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Pemerintah juga dituntut untuk menciptakan iklim investasi yang 
kondusif bagi sektor swasta melalui penyediaan insentif fiskal maupun 
nonfiskal untuk proyek-proyek yang mengusung prinsip hijau atau green 
development. Sebagai contoh, penerapan skema pajak karbon dan green 
financing dapat mendorong para pelaku usaha untuk mengalihkan model 
bisnis mereka ke arah yang lebih berorientasi lingkungan (Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia, 2023). Pemerintah juga memiliki tanggung 
jawab dalam melakukan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas industri 
agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. 
Pengawasan ini dapat dilakukan melalui audit lingkungan, penerapan 
analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), serta pemberian sanksi 
administratif maupun pidana terhadap pelanggaran.

Dalam konteks ini, fungsi pemerintah tidak hanya terbatas pada 
kontrol, tetapi juga sebagai fasilitator dialog antara masyarakat dan pelaku 
usaha, sehingga terbangun komunikasi dan kepercayaan yang menjadi 
landasan penting dalam pembangunan partisipatif.

Sektor swasta memegang peranan vital dalam aspek teknis dan penda-
naan pembangunan berkelanjutan. Kontribusi utama mereka terletak 
pada kemampuan untuk menyediakan modal, inovasi teknologi, serta 
efisiensi dalam pelaksanaan proyek. Dalam paradigma baru pembangunan, 
sektor swasta tidak lagi dipandang hanya sebagai entitas ekonomi yang 
mengejar keuntungan semata, tetapi juga sebagai mitra pembangunan 
yang bertanggung jawab secara sosial dan ekologis. Hal ini tercermin dari 
semakin banyaknya perusahaan yang mengadopsi prinsip Environmental, 
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BAB XI
KESIMPULAN DAN 

REKOMENDASI

Rangkuman Temuan Utama
Pengelolaan sumber daya alam (SDA) memegang peranan penting dalam 
mendukung pembangunan kawasan berkelanjutan. Keberlanjutan dalam 
pemanfaatan SDA hanya dapat dicapai melalui pendekatan terintegrasi 
yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masya-
rakat. Kolaborasi multi-pihak terbukti menjadi metode yang paling efek-
tif dalam mengelola SDA dengan seimbang, mempertimbangkan aspek 
ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pemba-
ngunan berkelanjutan meliputi tekanan akibat perubahan iklim, eksploitasi 
SDA yang tidak terkendali, serta degradasi lingkungan. Penerapan ekonomi 
hijau memainkan peran krusial dalam mendorong pembangunan kawa-
san berbasis SDA yang lebih bertanggung jawab. Konsep ekonomi hijau 
tidak hanya berfokus pada efisiensi sumber daya, tetapi juga melibatkan 
penerapan inovasi teknologi, regulasi yang mendukung keberlanjutan, 
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serta pemberian insentif kepada sektor industri yang menerapkan prinsip 
ekonomi sirkular.

Analisis berbagai studi kasus menunjukkan bahwa pendekatan berba-
sis komunitas dalam pengelolaan SDA dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, sekaligus mempertahankan keseimbangan ekologi. Penerapan 
Public-Private Partnership (PPP) dalam proyek-proyek lingkungan terbukti 
menjadi model yang efektif untuk mempercepat investasi hijau dan memas-
tikan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penguatan regulasi, pening-
katan kapasitas kelembagaan, serta adopsi teknologi hijau menjadi kunci 
utama dalam memastikan keberlanjutan SDA di masa depan. Pendekatan 
yang inklusif, kolaboratif, dan berbasis teknologi sangat penting dalam 
mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang sejati.

Rekomendasi untuk Pemerintah, Swasta, dan 
Akademisi
Berdasarkan temuan yang diperoleh, beberapa rekomendasi utama dapat 
diberikan kepada berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mening-
katkan efektivitas pengelolaan SDA dan pembangunan kawasan berkelan-
jutan, di antaranya adalah sebagai berikut. 

1.	 Pemerintah 
a.	 Memperkuat regulasi yang mendukung ekonomi hijau, termasuk 

kebijakan pajak karbon, insentif bagi industri hijau, serta penegakan 
hukum terhadap eksploitasi SDA yang tidak berkelanjutan.

b.	 Mengembangkan mekanisme pembiayaan hijau, seperti obligasi 
hijau (green bonds) dan skema perdagangan karbon, untuk mendo-
rong investasi dalam proyek berkelanjutan.

c.	 Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan 
SDA melalui sistem pemantauan berbasis teknologi seperti big data 
dan Internet of Things (IoT).
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